
B U P A T I KAPUAS H U L U 
PROVINSI KALIMANTAN B A R A T 

P E R A T U R A N B U P A T I KAPUAS H U L U 

NOMOR 4 TAHUN 2020 

T E N T A N G 

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E L A N J A 

D E S A TAHUN ANGGARAN 2020 

B U P A T I KAPUAS H U L U , 

Menimbang : bahwa u n t u k me laksanakan ketentuan Pasa l 78 ayat 
(3) Pera turan Menteri Da l am Negeri Republ ik 
Indonesia Nomor 20 T a h u n 2018 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa, m a k a per lu menetapkan Pera turan 
B u p a t i tentang Pedoman Pe laksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Be lan ja Desa T a h u n Anggaran 2020 . 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 T a h u n 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Da ru ra t Nomor 3 
T a h u n 1953 tentang Pembentukan Daerah 
T ingkat I I d i Ka l imantan (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 9 T a h u n 1953) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 1959 Nomor 72 , T a m b a h a n 
Lembaran Republ ik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2014 Nomor 7 T a m b a h a n Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5495) ; 

3 . Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemer intahan Daerah (Lembar Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244 , T a m b a h a n 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana te lah d iubah beberapa ka l i , 

t e rakhir denagan Undang-Undang Nomor 9 

T a h u n 2015 tentang perubahan kedua atas 
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Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 

5679) ; 

4. Pera turan Pemerintah Nomor 4 3 T a h u n 2014 

tentang Pera turan Pe laksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 

123, T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

d iubah beberapa ka l i , t e rakhir dengan Pera turan 

Pemerintah Nomor 11 T a h u n 2019 tentang 

Perubahan Kedua Atas Pera turan Pemer intah 

Nomor 43 T a h u n 2014 tentang Pera turan 

Pe laksanaan Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2015 Nomor 4, T a m b a h a n 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 

6321) ; 

5. Pera turan Pemerintah Nomor 60 T a h u n 2014 

tentang D a n a Desa yang bersumber dar i 

Anggaran Pendapatan dan Be lan ja Negara 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 

2014 Nomor 168, T a m b a h a n Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 5558) , sebagaimana 

telah d iubah beberapa ka l i terakhir dengan 

Pera turan Pemerintah Nomor 8 T a h u n 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Pera turan 

Pemerintah Nomor 60 T a h u n 2014 Tentang D a n a 

Desa yang bersumber dar i Anggaran Pendapatan 

dan Be lan ja Negara (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2016 Nomor 57 , T a m b a h a n 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 

5864) ; 

6. Pera turan Menteri D a l a m Negeri Nomor 80 T a h u n 

2015 tentang Pembentukan Produk H u k u m 

Daerah sebagaimana te lah d iubah dengan 

pera turan Menteri D a l a m Negeri Nomor 120 



T a h u n 2018 tentang Perubahan Atas Pera turan 

Menteri D a l a m Negeri Nomor 80 T a h u n 2015 

tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah ; 

7. Pera turan Menteri D a l a m Negeri Nomor 20 T a h u n 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ; 

M E M U T U S K A N : 

Menetapkan P E R A T U R A N B U P A T I T E N T A N G PEDOMAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
B E L A N J A D E S A T A H U N ANGGARAN 2020 . 

B A B I 

K E T E N T U A N UMUM 

Pasa l 1 

D a l a m Peraturan B u p a t i in i yang d imaksud dengan: 

1. Daerah ada lah Kabupaten K a p u a s H u l u . 

2. Pemer intahan Daerah ada lah Kepa la Daerah sebagai u n s u r 

penyelenggara Pemer intahan Daerah yang memimpin pe laksanaan 

u r u s a n pemer intahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. B u p a t i ada lah B u p a t i K a p u a s H u l u . 

4. Desa ada lah desa dan desa adat a t au yang disebut dengan n a m a la in , 

se lan jutnya disebut Desa, ada lah kesa tuan masyaraka t h u k u m yang 

memi l ik i batas w i layah yang berwenang u n t u k mengatur dan 

mengurus u r u s a n pemer intahan, kepentingan masya raka t setempat 

berdasarkan p r a k a r s a masyaraka t , h a k a sa l u s u l , dan/a tau h a k 

tradis ional yang d i aku i dan dihormati da lam s istem pemer intahan 

Negara Kesa tuan Republ ik Indonesia. 

5. Pemer intahan Desa ada lah penyelenggaraan u r u s a n pemer intahan 

dan kepentingan masyaraka t setempat da lam s istem pemer intahan 

Negara Kesa tuan Republ ik Indonesia. 

6. Pemerintah Desa ada lah Kepa la Desa a tau yang disebut dengan n a m a 
la in d ibantu perangkat Desa sebagai u n s u r penyelenggara 
Pemer intahan Desa . 

7. Kepa la Desa ada lah pejabat yang memimpin penyelenggaraan 

Pemer intahan Desa, pe laksanaan pembangunan Desa, pembinaan 

kemasyaraka tan Desa , dan pemberdayaan masyaraka t Desa . 
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8. Perangkat Desa ada lah u n s u r staf yang membantu Kepa la Desa da lam 
penyusunan keb i jakan dan koordinasi yang d iwadahi da lam 
Sekretar iat Desa , dan u n s u r pendukung tugas Kepa la Desa da lam 
pe laksanaan kebi jakan yang d iwadahi da lam bentuk pe laksana teknis 
dan u n s u r kewi layahan. 

9. B a d a n Permusyawara tan Desa a t au yang disebut dengan n a m a la in 

ada lah lembaga yang me laksanakan fungsi pemerintahan yang 

anggotanya merupakan wak i l dar i penduduk Desa berdasarkan 

keterwaki lan w i layah dan di tetapkan secara demokrat is . 

10. Musyawarah Desa a t a u yang disebut dengan n a m a la in ada lah 

musyawarah an ta ra B a d a n Permusyawara tan Desa, Pemerintah Desa , 

dan u n s u r masyaraka t yang diselenggarakan oleh B a d a n 

Permusyawara tan Desa u n t u k menyepakat i h a l yang bersifat strategis. 

1 1 . Keuangan Desa ada lah s emua h a k dan kewaj iban Desa yang dapat 

dini la i dengan uang ser ta segala sesua tu berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pe laksanaan h a k dan kewaj iban Desa . 

12. Pengelolaan Keuangan Desa ada lah kese lu ruhan kegiatan yang 

mel iput i perencanaan, pe laksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan Desa. 

13. Rencana Ker ja Pemerintah Desa , se lanjutnya disebut R K P Desa, 

ada lah Penjabaran dar i Rencana Pembangunan J a n g k a Menengah 

Desa u n t u k j a n g k a w a k t u 1 (satu) t ahun . 

14. Anggaran Pendapatan dan Be lan ja Desa , se lan jutnya disebut 

APBDesa , ada lah r encana keuangan t a h u n a n Pemer intahan Desa. 

15. Pemegang K e k u a s a a n Pengelolaan Keuangan Desa , yang se lan jutnya 

dis ingkat P K P K D , ada lah Kepa la Desa a t au sebutan n a m a la in yang 

ka r ena j aba tannya mempunya i kewenangan menyelenggarakan 

kese lu ruhan Pengelolaan Keuangan Desa. 

16. Pe l aksana Pengelolaan Keuangan Desa , yang se lan jutnya dis ingkat 

P P K D , ada lah Perangkat Desa yang me l aksanakan Pengelolaan 

Keuangan Desa berdasarkan Kepu tusan Kepa la Desa yang 

menguasakan sebagian k e k u a s a a n P K P K D . 

17. Sekretar is Desa ada lah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai 

u n s u r p impinan Sekretar iat Desa yang men ja lankan tugas sebagai 

koordinator P P K D . 

18. Kepa la U r u s a n , yang se lan jutnya disebut K a u r , ada lah Perangkat Desa 

yang berkedudukan sebagai u n s u r sta f Sekretar iat Desa yang 

men ja lankan tugas P P K D . 
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19. Kepa la Seks i , yang se lan jutnya disebut K a s i , ada lah Perangkat Desa 
yang berkedudukan sebagai pe laksana teknis yang men ja lankan tugas 
PPKD. 

20 . D a n a Desa , yang se lanjutnya dis ingkat DD ada lah D a n a yang 

bersumber dar i Anggaran Pendapatan dan Be lan ja Negara yang 

d ipe runtukkan bagi Desa yang ditransfer mela lu i Anggaran 

Pendapatan dan Be lan ja Daerah Kabupaten/Kota dan d igunakan 

u n t u k membiayai penyelenggaraan pemer intahan, pe laksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyaraka tan , dan pemberdayaan 

masyarakat . 

2 1 . A lokas i D a n a Desa se lanjutnya dis ingkat ADD , ada lah dana 

perimbangan yang di ter ima Kabupaten/Kota da lam Anggaran 

Pendapatan dan Be lan ja Daerah Kabupaten/Kota setelah d ikurang i 

D a n a A lokas i K h u s u s . 

22 . Laporan Kepa la Desa ada lah proses kegiatan pelaporan 

penyelenggaraan pemer intahan Desa oleh kepa la Desa kepada B u p a t i 

me la lu i Camat . 

23 . Aset Desa ada lah B a r a n g Mi l ik Desa yang berasa l dar i k ekayaan as l i 

Desa , dibeli a t au diperoleh atas beban A P B D e s a a t au perolehan h a k 

l a innya yang S a h . 

24. B a r a n g Mil ik Desa ada lah kekayaan mi l ik Desa berupa barang 

bergerak dan barang t idak bergerak. 

25 . Penghasi lan tetap se lan jutnya disebut Si l tap ada lah pener imaan 

penghasi lan Kepa la Desa dan perangkat Desa yang d iber ikan kepada 

Kepa la Desa dan perangkat Desa yang bersumber dar i ADD . 

26 . Pe ra turan Desa ada lah Pera turan Perundang-undangan yang 

di tetapkan oleh Kepa la Desa setelah d ibahas dan disepakat i bersama 

B a d a n Permusyawara tan Desa . 

27 . Pe ra turan Kepa la Desa ada lah Pera turan Perundang-undangan yang 

di tetapkan oleh Kepa la Desa . 

28. Mutat is mutand is ada lah penyusunan Peraturan Desa mengenai 

A P B D e s a ber laku s a m a pers is dengan Pera turan Desa mengenai 

perubahan A P B Desa . 

29 . B a d a n U s a h a Mi l ik Desa , se lanjutnya disebut BUMDesa , ada lah badan 

u s a h a yang s e lu ruh a t a u sebagian besar modalnya d imi l ik i oleh Desa 

mela lu i penyertaan secara langsung yang berasa l dar i kekayaan Desa 

yang d ip i sahkan guna mengelola aset, j a s a pe layanan, dan u s a h a 

l a innya u n t u k sebesar-besarnya kese jahteraan masya raka t Desa . 
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30. Pengadaan barang/jasa Desa yang se lan jutnya disebut dengan 

pengadaan barang/jasa ada lah kegiatan u n t u k memperoleh 

barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik d i l a k u k a n mela lu i swakelo la 

dan/a tau penyedia barang/jasa. 

3 1 . S is tem Pengelolaan Keuangan Desa yang se lan jutnya dis ingkat 

S I S K E U D E S ada lah ap l ikas i pengelolaan keuangan desa yang d imula i 

dar i Perencanaan, Pengganggaran, Penatausahaan dan 

Pertanggungjawaban. 

Bag ian Kedua 

Penyusunan A P B D E S A 

Pasa l 2 

P enyusunan A P B D E S A T a h u n 2020 d i l aksanakan dengan 
menggunakan ap l ikas i s i tem pengelolaan Keuangan Desa . 

S iskeudes pada ayat 1 dikelola oleh Pemerintah Desa secara offline. 

Bag ian Ketiga 

Kedudukan 

Pasa l 3 

(1) Pemerintah Desa merupakan pe laksana S iskeudes d i t ingkat User. 

(2) Kecamatan merupakan pe laksanan S iskeudes di t ingkat supervisor. 

(3) Pemer intah Kabupaten merupakan pe laksana S iskeudes di t ingkat 

Admin. 

B A B I I 

STANDAR B IAYA 

Pasa l 4 

(1) S tandar b iaya m a s u k a n merupakan batas tertinggi da lam 

penganggaran dan penyerapan, a r t inya Pemer intahan Desa boleh 

menganggarkan dan menyerap lebih rendah dar i s tandar b iaya 

m a s u k a n d i da lam petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa in i . 

(2) S tandar b iaya m a s u k a n sudah t e rmasuk pajak, sehingga apabi la ada 

pengeluaran belanja yang merupakan objek pajak, m a k a Bendahara 

wajib u n t u k memotong langsung dan menyetorkan pajak tersebut 

sesua i dengan Pera turan Perundang-undangan d i bidang Perpajakan. 



(3) B e s a r a n s tandar b iaya merupakan bagian yang tidak te rp isahkan dar i 
Pe ra turan Bupa t i in i . 

B A B I I I 

K E T E N T U A N P E N U T U P 

Pasa l 5 

Pada saat Pera turan B u p a t i i n i m u l a i ber laku, m a k a Pera turan 

B u p a t i K a p u a s H u l u Nomor 75 T a h u n 2018 tentang Pedoman 

Pe laksanaan Anggaran Pendapatan dan Be lan ja Desa T a h u n 2019 

(Ber i ta Dae rah Kabupaten K a p u a s H u l u T a h u n 2018 Nomor 77) 

d icabut d a n d inya takan tidak ber laku. 

Pera turan B u p a t i i n i mu la i ber laku pada tanggal d iundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tabkan pengundangan 

Pera turan B u p a t i i n i dengan penempatannya da lam Ber i t a Daerah 

Kabupaten K a p u a s H u l u . 

Pasa l 6 

Di te tapkan d i Pu tuss i bau 
pada tanggal 8 Jwauari 2§2t 

D iundangkan di Pu tuss i bau 
pada tanggal 9 J a n u a r i 2020 

\^s3Z^^A P U R N A M A 
B E R I T A D A E R A H K A B U P A T E N KAPUAS H U L U TAHUN 2020 
NOMOR 4 

I P ^ U P A T O , K A P U A S H U L U , 

A R I S D A E R A H 
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LAMPIRAN 

P E R A T U R A N B U P A T I KAPUAS H U L U 

NOMOR 4 T A H U N 2020 

T E N T A N G 
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E L A N J A 
D E S A T A H U N ANGGARAN 2020 

1. HONORARIUM 

1) Honorar ium Pengelola Keuangan Desa 

Honorar ium bagi pengelola keuangan desa di tetapkan dengan 

Kepu tusan Kepa la Desa dengan besaran m a k s i m u m / s e s u a i 

k emampuan desa sebagai ber ikut: 

Tabe l 1. S a t u a n Honorar ium Pengelola Keuangan Desa 

No U r a i a n S a t u a n B i a y a 

Rp . 

1. Kepa la Desa B u l a n 400 .000 ,00 

2. Sekretar is Desa B u l a n 300 .000 ,00 

3. Bendaha ra B u l a n 250.000,00 

4. Pe l aksana Kegiatan B u l a n 200.000,00 

2) Honorar ium Narasumber 

Tabe l 2. B e s a r a n Honorar ium u n t u k Narasumber adalah: 

No U r a i a n S a t u a n B i a y a 

Rp. 

1. Honorar ium Narasumber J a m 150.000,00 

2. Transpor tas i Narasumber Kegiatan 750 .000 ,00 

Cata tan : 

a . S a t u a n j a m yang d igunakan u n t u k kegiatan tersebut di 

a tas ada lah 60 menit. 

b. Transpor tas i d iber ikan kepada Narasumber yang berasa l 

dar i lua r Desa yang me l akukan kegiatan. 
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3) Honorar ium Operator S is tem Informasi 

Honorar ium diber ikan kepada perangkat desa a t au staf Desa 

non perangkat, yang diberi tugas u n t u k m e l a k u k a n 

pengumpulan data, pencatatan, pengikht isaran sampa i 

dengan pelaporan pertanggungjawaban keuangan ba ik yang 

dikelola secara prosedur m a n u a l m a u p u n komputer isas i . 

S is tem informasi di Desa an ta ra l a in terdiri dar i S i s tem 

Keuangan Desa ( S I S K E U D E S ) , S is tem Pengelolaan Aset Desa 

(S IPADES ) , S is tem Informasi D e s a dan Profil Desa . 

Tabe l 3 . Honorar ium Operator S is tem Informasi 

No Ura i an S a t u a n B i a y a 

Rp . 

1. Honorar ium Operator Orang/ B u l a n 250 .000 ,00 

Cata tan : Operator t idak boleh merangkap sebagai P P K D . 

4) Honorar ium Pani t ia Pe laksana Kegiatan 

Tabe l 4 .1 Honorar ium Pani t ia Pe laksana Kegiatan d imana 
pagu kegiatan sampa i dengan Rp.200.000.000,00 

No Ura i an S a t u a n B i a y a 

Rp . 

1. K e tua Orang/Keg 250.000,00 

2. Sekretar is Orang/ Keg 200.000,00 

3. Anggota Orang/Keg 150.000,00 

Tabe l 4.2 Honorar ium Pani t ia Pe l aksana Kegiatan 

d imana pagu kegiatan diatas dengan Rp.200.000.000,00 

No U r a i a n S a t u a n B i a y a 

Rp . 

4. Ke tua Orang/Keg 350 .000 ,00 

5. Sekretar is Orang/Keg 300.000,00 

6. Anggota Orang/ Keg 250 .000 ,00 
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5) Honorar ium Pengurus/Penyimpan B a r a n g Mil ik Desa 

Tabe l 5. Honorar ium Pengurus/Penyimpan B a r a n g Mi l ik Desa 

No Ura i an S a t u a n B i a y a 

Rp . 

1. Honorar ium Pengurus/ 
Penyimpan Ba rang Mi l ik 
Desa 

Orang/Bu lan 250 .000 ,00 

B A R A N G DAN J A S A 

Pengadaan barang/jasa yang a k a n d i se rahkan kepada p ihak 

ket iga/masyarakat pada t a h u n anggaran berkenaan, 

dianggarkan pada j en i s belanja barang dan j a s a . 

Pengadaan belanja barang/ jasa yang a k a n d i se rahkan kepada 

p ihak ketiga/ masya raka t pada t a h u n anggaran berkenaan 

d imaksud dianggarkan sebesar harga bel i/bangun 

barang/jasa yang a k a n d i se rahkan kepada p ihak ketiga/ 

masya raka t d i tambah se lu ruh belanja yang terkai t dengan 

pengadaan/ pembangunan barang/jasa sampa i s iap 

d iserahkan. 

Pengadaan barang/jasa d i Desa berpedoman pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang ber laku. 

1) S a t u a n B i a y a Pengadaan Paka i an D inas dan/a tau Paka ian 

Olahraga 

S a t u a n b iaya pengadaan paka ian d inas dan olahraga 

merupakan sa tuan b iaya yang d igunakan u n t u k perencanaan 

kebutuhan biaya pengadaan paka ian d inas (PDH) dan/a tau 

paka ian olahraga bagi Kepa la Desa dan Perangkat Desa 

Tabe l 6. S a t u a n B i a y a Pengadaan Paka ian D inas dan Paka ian 

Olahraga 

No U r a i a n S a t u a n B i a y a 

Rp . 

1. Paka ian D inas Orang/ Se t/Tahun 650 .000 ,00 

2. Paka ian Olahraga Orang/Set/Tahun 250 .000 ,00 
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2) S a t u a n B i a y a Pemel iharaan 

Tabel 7. S a t u a n B i a y a Pemel iharaan 

No Ura i an S a t u a n B i a y a 

Rp . 

1. Kendaraan roda 4/Mobil 
oiaga u e s a (oervice, 
Gant i S u k u Cadang dan 
Minyak Pelumas) 

U n i t / T a h u n 6.000.000,00 

o I ( O n A O Y *T O T V / H 1 Y"l O © YV"\ /"1 <V O 

j venaaraan a inas roaa z 

(Service, Gant i S u k u 
Cadang dan Minyak 
Pelumas) 

uni t/ x a n u n 1 . U U U . U U U j U U 

3. J a s a servis 
komputer / laptop/ 
printer 

U n i t / T a h u n 400 .000 ,00 

3) S a t u a n B i a y a Makan dan M i n u m Rapat 

Tabe l 8. S a t u a n B i a y a M a k a n dan M i n u m Rapat 

No Ura i an S a t u a n B i a y a 

Rp . 

1. Nasi dan L a u k pauk Kotak 25 .000,00 

2. S n a c k Kotak 10.000,00 

4) Per ja lanan D inas 

Penganggaran belanja per jalanan d inas da lam rangka 

me l aksanakan kegiatan d i l akukan secara selektif, f rekuensi 

dan j u m l a h ha r inya dibatasi ser ta memperhat ikan target 

k iner ja dar i per ja lanan d inas d imaksud sehingga relevan 

dengan keb i jakan Pemerintah Desa . Per ja lanan d inas 

d i l aksanakan dengan memperhat ikan pr ins ip sebagai ber ikut: 

a . selektif, y a i tu h a n y a u n t u k kepentingan yang sangat tinggi 

dan priori tas yang berka i tan dengan penyelenggaraan 

pemer intahan desa; 

b. ketersediaan anggaran dan kesesua ian dengan pencapaian 

kiner ja ; 

c. efisiensi penggunaan belanja desa. 
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Tabel . 9 . 1 . B e s a r a n Uang Har i an Per ja lanan D inas Per H a r i 

Tujuan 

No Pelaksana Tugas 
Dalam 

Kecamatan 
Luar 

Kecamatan 
dalam 

Kabupaten 

1. Kepala Desa 50.000,00 300.000,00 

2. Perangkat Desa 40.000,00 200.000,00 

3. Non Perangkat Desa/Staf 
Desa 

25.000,00 150.000,00 

Tabel . 9 .2. B e s a r a n Uang Har i an Per ja lanan D inas Per Ha r i 

Tujuan 

No Pelaksana Tugas 
Luar 

Kabupaten 
Dalam 

Propinsi 

Luar Propinsi 

1. Kepala Desa 300.000,00 450.000,00 

2. Perangkat Desa 250.000,00 300.000,00 

3. Non Perangkat Desa/Staf 
Desa 

200.000,00 250.000,00 

Tabel . 9 .3 . B e s a r a n maks ima l Penginapan Per Ha r i 

Tujuan 

No Pelaksana Tugas 
Luar 

Kecamtan 
Dalam 

kabupaten 

Luar 
kabupaten 
Dalam dan 
atau luar 
provinsi 

1. Kepala Desa 175.000,00 400.000,00 

2. Perangkat Desa 125.000,00 300.000,00 

3. Non Perangkat Desa/Staf 
Desa 

100.000,00 250.000,00 
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Cata tan : 

a. S u r a t Per intah Tugas da lam rangka per ja lanan d inas 

da lam daerah wi layah kecamatan dan kabupaten bagi 

Kepa la Desa , Perangkat Desa dan Non Perangkat 

Desa/Sta f Desa ditandatangani oleh Kepa la Desa . 

b. S u r a t Per intah Tugas da lam rangka per ja lanan d inas l ua r 

daerah kabupaten dan provinsi di tandatangani oleh Kepa la 

D inas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a t au yang 

mewaki l i a tas n a m a B u p a t i K a p u a s H u l u . 

c. Per ja lanan d inas dar i tempat k edudukan sampai ke tempat 

tu juan keberangkatan dan kepulangan t e rmasuk biaya ke 

terminal bus/s t a s iun/ bandara/pe labuhan 

keberangkatan. 

d. Pa jak/retr ibus i yang dipungut di terminal b u s / s t a s i u n / 

bandara/ pe labuhan keberangkatan dan kepulangan. 

e. B i a y a transport sebagaimana d imaksud h u r u f c 

d ibayarkan secara r i i l s esua i dengan buk t i pengeluaran 

yang sah . 

f. B i a y a penginapan merupakan b iaya yang d iper lukan 

u n t u k menginap di hotel a t a u tempat penginapan la innya . 

B i a y a penginapan d ibayarkan secara r i i l s esua i dengan 

bukt i pengeluaran yang sab . 

g. Apabi la ada undangan u n t u k mengikut i kegiatan dik lat/ 

bimtek/workshop dan sejenisnya, m a k a ber laku ketentuan 

sebagai ber ikut : 

1) D iber ikan uang s a k u dik lat apabi la pe laksanaan 

kegiatan lebih dar i 2 (dua) ha r i . Apabi la d ibu tuhkan 

w a k t u sebelum dan/a tau sesudahnya , m a k a u n t u k 

h a r i keberangkatan dan a t a u h a r i kepulangan tersebut 

d iber ikan uang ha r i an . 

2) D iber ikan uang ha r i an per ja lanan d inas apabi la 

pe laksanaan kegiatan pal ing banyak 2 (dua) ha r i . 
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Tabe l . 9 .3 Uang S a k u D ik la t L u a r Daerah 

No Ura i an S a t u a n B i a y a 

Rp . 

1. Kepa la Desa Orang/Har i 200 .000,00 

2. Perangkat Desa Orang/Har i 150.000,00 

3 . Non Perangkat Desa/ 
Sta f Desa 

Orang/Har i 100.000,00 

Di te tapkan di Pu tuss i bau 
pada tanggal 


